
BUPATI WAI(ATOBI
PROVIIISI SULIIWESI TEIIIGGARA

PERATURAT BI'PATI WAI{ATOBI
- IOMOR 44 TAIIU 2ors

TEITTAITC

PERLIITDUITGAN DAI{ PTNGELOI,AAIT SUMBIR DAYA PT,SISIRDAII LAUT BrRBlsrs MAsTyARAxA:r Hurrna aoar sanaia
KAIIEDUPA DALATI WILAYAII PUI,AU XET,POUPE -'

DI IrABI'PATEIT WAI(ATOBI

DEI{GAIT RAHMAT TI'IIAIII YAITG MAIIA EEA

BI'PATI WN(ATOBI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati

kesatuan masyarakat hukum adat serta ta-l<
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembalgan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sehubungan
dengan pengelolaan wilayah perairan, pesisir, liaut
dan pulau-pulau di Kabupaten Wakatobi yang
memiliki nil,ai kearifan lokal sehingga perlu dijaga
kelestarian dan kealekaragaman hayatinya, mala
dipandang perlu mengatur Perlindungan dan
Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan l,aut
Berbasis Masyaral<at Hukum. Adat Barata
Kahedupa dalam Wiiayah Pulau Kaledupa di
Kabupaten Wakatobi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perlindungar dan
PengeloLaan Sumber Daya Peslsir dan Laut
berbasis Masyarakat Hukum Adat Balata
Kahedupa dalam Wilayai Pulau Kaledupa di
Kabupaten Wakatobi;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam. Hayati dan
Ekosistemnya (l€mbaran Negara .Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3a19J;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Perairan Indonesia (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan
kmbaJan Negara Republik Indonesia Nomor
364711

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (l€mbaran Negara Republik lndonesia
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaraa
Negara Republik Indonesia Nomor 443g|t
sebagaimana telah diubah dengan Undangi
Undang Noqror 45 Tahun 2OO9 tentang perubaii
Atas Undang-Undang Nomor 3l TaIun 2OO4
tentang Perikarian (t€mbaral Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO9 Nomor 154, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5O73);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO7 tentang
Pengelolaan WiLayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil
(Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 20O7
Nomor 84, Tambahan I€mbaran Negara Republik
Indonesia 4739) eebagaimana telah diubatr dengan
Undang-Undalg Nornor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 'fah]ufl
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan
kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor
5a9O);

Undalg-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perliudungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 14O, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undarg Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa {l,emba}an Negara Republik lndonesia Tahun
2014 Nomor. 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 549O); '

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Talun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Nqgara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peratr-rran Pemerintah 60 Tahun 2007 tentang
Konservasi Sumber Daya Ikan (kmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2O07 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4779);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2O1O
tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar
{Lembarai Negara Republik Indonesia Tahun 2010
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Nomor 101, ?ambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5l5l ):

10. Peraturan Presiden Nomor I21 Tahu\r 2Ol2
Flt"n8 Rehabilitasi Witayah pesisir dan pulau.
Pulau Kecil (I€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 266);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor
PER. I 7/MEN/20O8 tentang Kawasan Konservasi
di Wilayah Pesisir dan pua.lu-pulau Kecil;

12. Peratura.n Menteri Kelautan dan perikanan Nornor
PER.2O/MEN/2O08 tentarg pemanfaatan pulau_
Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya;

13. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanarr Nomor
PER.02/MEN/2O09 tentang Tata Cara penetapan
Kawasan Konservasi Perairan;

14. Peraturan Meateri KeLautan dan perikanan Nomor
PER.04/MEN/201O tentang Tata Cara
Pemalfaatal Jerris Ikan dan Genetik lkan;

15. Peraturan Menteri Kelautarl dan perikanaa Nomor
PER.3O/MEN/2O1O tentang Rencana Pengelolaan
dan Zonasi Kawasan Konse-rvasi Perairanl

16. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2Ol4 tentang Pedoman Pengakuan dan
Perlindungal Masyaralat Hukum Adat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
e5r);

17. Peratura-lr Menteri Kelautan darl Perikanan Nomor
8/PERMEN-KP/2O 18 tentang Tata Cara Penetapan
Wilayah Kelola Masyerakat Hukurn Adat dalaryr
Pemanfaata[ Ruang di Wilayah Pesisir dan PuLau-
Pulau Kecil (Berita Negara Republik lndonesiia
Talun 2O148 Nomor 330);

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah
Kabupaten wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten wakatobi
(Gmbaran Daera-h Kabupaten Wakatobi Tahun
2017 Nomor 6);

20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
KEP.38/MEN/2004 tentang Pedoman Umum
Pengelolaan Terumbu Ka.rang;
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UEMIIIUBNAJT 3

Menetapkan: PERATITRAII BITPATI TEITTAI{G pERLIItDITIIcAff
DAI{ PEIIGELOLAAIT SUMBER, DAYA PESISIR DA]T

. LAI/[ BERBAAIS IIAAYARAKAT HUIruU ADAT
BAR.C,TA KAIIEDI'PA DALIII WILAYAII PT'LAU
TALEDI'PA DI I(ABUPATEIT WAI{AIIOBI.

8AB I
KETEITTUAIT UMT'II

pasal 1

Dalaa Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintalan Daerah yang memimpia pelaksanEran urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati \trakatobi.
4. Perlindungan adalah terpeuhararya proses ekologis yang

menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan
kes€jahteraan masyarakat dan mutu kehidupal manusia.

5. Masyarakat adalah masyarakat adat Barata Kahedupa yallg
bermukim di Pul"au Kaledupa.

6. Paransangia adalah suatu area yang diyakini oleh masya-ralat
memiliki ikatan leluhur yang diwariskan dan dijaga
kelestariannya secara turun temurun.

7. Masyarakat hukum Adat adalah ke.lompok masyarakat pesisir
yang secara turun temurun bermukim di wilayal geografis
tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adarrya
hubungan yang kuat dengan adalya sumber daya pesisir dan
pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yarlg menentukan
pranata ekonoai, politik, sosial, dam hukum.

8. Kearifal l,okal adalah nitai-nilai luhur yang masih berlaku dalam
tata kehidutran masyaralat untuk arltara lain melindungi dan
mengelola lingkungan hidup secara lesta.ri.

9, Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas,
dorongan atau barltuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu
menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkal sumber
daya pesisir dan Laut secara lestari.

10. Pemberdayaan Masyarakat adat adalah proses pembangunal
dimana masyaralat adat berinisiatif memuLai proses kegiatan
sosial dal kondisi diri sendiri.

11. Hukum Adat adalah seperargkat norma atau atural, baik yang
tertulis maupun tida-k tertulis, yalg hidup dan berlaku untuk
mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada niLai
budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun
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temurun, yar:rg senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan
dan ketertibal masyarakat, dan mempunyai akibat hukum dal
sanksi.

12. Pulau Kecil adatah puLau dengan luas lebih kecil atau sama
dengan 2OOO km2 (dua ritru kilometer persegi) beserta keeatuan
ekosistemnya.

13. Wilayah Pesisir adalah kawasan peralihaa yalg menghubungkan
ekosistem darat dan Laut yang sangat rentan terhadap perubahan
aktivitas manusia di darat dan 1aut.

14. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau
perairan beserta sumber daya aiaIn yang ada di atasnya denga!
batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaattan dan dilesta.rikan
secara turun termurun dan secara berkeLanjutan untuk
memenuhi kebutuhan hidup masya.rakat yang diperoleh melalui
pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa
tanah ulayat atau hukum adat.

15. Insentif ekonomi, sosial dnn budaya adalah nilai yang didapat
oleh sara adat atas pengelolaan dan pemanfaatan suatu wilayah
adat oleh pihak lain.

17.

Mandarasi adalah rapat luar biasa yalg dilakukan oleh sa.ra adat
Barata Kahedupa untuk menyepakati dan memutuskan suatu
perkara secara musyawarah adat di Baruga.

Mejelis Sara Barata Kahedupa atau batu tondo adalah majelis
yang beranggotakan pa.ra maltan pemangku sara adat Barata
Kahedupa dar.L menjadi dewan pertimbangan bagi sara adat yang
sedang menjabat saat in i.

Sidang Adat adalah musyawarah adat yang biasa dilakukan
untuk menyepakati beberapa hal yang belhubungal dengan
kepentingan bersama seperti rencana kerja yalrg akan dilakukan
oleh sara adat-

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
acuan dalam pranata penyelenggaraar kehidupan masyarakat
dalam wilayah 4dat Barata Kahedupa Pulau Kaledupa.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
menyamakan pemalaman terhadap hak Masya.rakat Hukum
Adat dan kealifan lokal atas wilayah pesisir dan laut yang telah
dimanfaatkan secaia turun temurun.

16.

18.

t1)

(2)
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BAB III
PRIITSIP DAN RUANG LIIYGKUP

Pasal 3
(1) Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan

l,aut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Barata Kahedupa
meliputi :

a. kedaulatan;

b. keberlanjutan;

c. konsistensi;

d. pemanfaatan;

e. Peran serta masyaralat;

f. berkeadilan; dan
g. kesejahteraan.

(2) Ruang Lingkup dalam Peiaturan Bupati ini adalah Pemarfaatan
Zona Inti/Daerah Perlindungan darr pengelolaan sumber daya
wilayah Pesisir dan laut berbasis masyarakat hukum adat Ba.rata
Kahedupa da-larn wilayal Pulau Kaledupa di Kabupaten Wakatobi
yang oleh masyarakat hukum adat diatur dalam wilayah adat.

l3J 7,or:.a Inti/Daerah Perlindungan dal pengelolaal sumber daya
wilayah Pesisir dan laut sebagaimala dimaksud pada ayat (2)
merupakan:

a. daerah pem'ijahan, pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan;

b. habitat biota perairan tertentu yang prioritas dan
khas/endemik, langka dan/atau kharismatik;

c. mempunyai keanekaragamal jenis biota perairan beserta
ekosistemnya;

d. mempunyai ciri khas ekosiatem alami, dan mewakili
keberadaan biota tertentu yang masih asli;

e. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih asli dan tidak
atau belum diganggu marusia;

I mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin
kelangsungan hidup jenis ikan tertentu untuk menunjang
pengelolaan perikanan yang efektif dan menjamin
berlangsunguya proses bio-ekologis secara alami; dan

g, mempunyai ciri khas sebagai sumber plasma nutfah bagi
Kau asan Konservasi Perairan.

Pasal 4
Masl,arakat Hukum Adat merniliki karakteristik :

a. sekelompok masyarakat secara turun temu.un;
b. bermukim di u,'ilayah geografis tertentu;
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c. adanya ikatal pada asal usul leluhur;
d. adanya hubungan yalg kuat dengal tanah, air, wilayah, sumber

daya alaa;
e. memiliki pranate pemerintahan adat; darr .

f. adanya tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

BAB IV
IIAIL NIWAJIBAX DAIT PERAIT SERTA MASYANAKAT

pasal E

pdarl ngtalsalaan 
- 
perlindungan dan pengelol,aan Sumber Daya

Laut berbasis kearifan lokal di wiiayah Barata Kahedupa puliu
Kaledupa, Basyarakat hukum adat mempunyai hak untuk :

a. memperoleh akses terhadap pemanfaatan kawasal perairan yang
teLah ditetapkar;

b. memperoleh insentif ekonomi, sosial dan budaya atas
pemanfataan sumber daya pada wilayah sara Barata Kahedupa.

c. meLakukan kegiatal hukum adat dan keerifan lokal berdaearken
hukum adat yang berLaku dan tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-urdangar;

d. memperoleh manfaat atas pelaksalaal pengelolaan sumber daya
laut yang diLaksanalan dengal kearifan lokal;

e. memperoleh informasi berkenaan dengan Perlindungan dan
Pengelolaan Sumber Daya Laut berbasis kearifal lokal;

f. melakukan sidang adat (mandarasi) atas pelanggaran yang terjadi
di wilayah Sara Barata Kahedupa;

g. masya,rakat adat berhak untuk menjala.rkan hukum adaL

h. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang
berwenang atas kerugiaa ya]Ig menimpa masyarakat hukum adat
yang berkaita.n dengan pelaksanaal perlindungan dan
pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat hukum adat;

i. memperoleh pendidikan lingkungal, konservasi dal mitigasi
bencana.

- Pasal 6
Masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya
laut berbasis masyaralat hukum adat, berkewajiban untuk :

a. memberikan informasi berkenaan dengan perlindungan dan
pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal;

b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian di wilayah
pesisir dan laut;

c. menyampaika,n laporal terjadinya bahaya, pencemaral, dan/atau
perusakan lingkungan di wilayah pesisir dan lauu

7
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d. memantau pelaksanaan rencana perlindungan daar pengelolaan
sumber daya laut berbasis masyarakat fr"t u* aa"t al "-it"yd,
pesisir dan laut;
melaksanakan -program perlindungan dan pengelolaan sumber
{1va .iaul bgrbesis masyarakat hukum'adit y-g -""JJ
disepakati di tingkat Kabupaten.

Pasal 7
Masyarakat hukum adat dapat berperan serta dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan dan
pengelolaan sumber daya Laut berbasis masyaralat hukum adat
di wiiayah pesisir darl Laut.

Peran serta masyarakat hukum adat daLam perencanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam
perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut berbasis
masyaralat hukum adaU

b. memberikan informasi dalam perencanaan pemarrfaatan
sumber daya pesisir dan Laut:

c. memberikan masukan dalam menentukan aralr perencalaan
perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut berbasis
masyarakat hukum adat;

d, menyampaikan masukan/usulan terhadap rencana kegiatal
pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut.

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. memprioritaskan rencana yang telah disepakati;

b. melakukaa kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir dan
laut berdasarkan hukum adat yarg tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundalg-undangan;

c. menjaga, memelihara, dan meningkatlan e{isieasi dan
efekLilitas, serta kelestarian fungsi lingkungan di wilayah
pesisir darl laut.

Peran serta masya,rakat dalam pengawasan sebagaimala
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan
pemanfaatal iumber daya di wilayah pesisir dan laut;

b. menyanpaikan laporan dan/atau pengaduan atas kerugian
yang ditimbulkan berkaitan dengan peLaksanaan pemanfaatan
sumber daya di wilayah pesisir dan laut;

c. melaporkan kepada yang berwenalg adanya pencemaran
dan/atau kerusakan sumber daya di wifayah pesisir dan laut
yalg merugikal kelestarian lingkungan.

8
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(5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ayat. (3), dan ayat (4) 
_ 
a;tapqL"r', 

"""u"i auigli-Lt"rrt,rar,peraturaIr perundarg- undan gan.

. BAB V
JETTIS BIOTA YAITG PE TANT'AATAITIIYA

DIAfi'R DALIUI WILAYAII ADAT

Pa3al 8
(U Jenis biota laut dan ekosistem yang ditindungi oleh eqayarakat

hu!.ug- a{at di wilayah adat Barata Kahedupa pulau Kiledupa
terdiri dari :

a. kima;
b. dugong;

c. penlru (telur dan tukik);
d. pari mantha:
e. lumba-lumba;

f. hiu paus;

g. napoleon;

h. terumbu karang;

i. pasir laut;
j. mangrove. 

-
(2) Jenis biota laut yang diatur pemanfaatanlya oleh masyarakat

hukum adat di wilayah adat Barata Kahedupa Pulau .Kaledupa
terdiri dari:

a. teripang;

b. gurita;

c. mangkela.

(3) Perlindungan biota laut dalam wilayah adat sebagaimara
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masya.rakat hukum adat
berdasarkal hukum adat yang diatur dan ditetapkan dalam
pranata hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis.

BAB VI
PEUBERDAYAAI{ MASYARAXAT

Pasal 9

(1) Pemberdayaan maaya.rakat hukum adat dilakukan Pemerintah,
Pemeritah Provinsi, Pemeiintah DaeraLr, dan Masyarakat.

(2) Pemt erdayaar masyaral<at hukum adat sebagaimala dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan
terpadu dengan melibatkan masyarakat hukum adat.

Hktsetdou^1b O14145



(1)

(21

(3)

(3) Pemberdayaal masyarakat hukum adat sebagaimana dimalsud
pada ayat (1) mencakup aspek kelembagaan, pendampingan, dan
penyediaan fasilitas.

. 
BAB VII

XELE BAGAAII

- Pasal 1()

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)
bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian,
pengembangal dan pemberdayaan masyarakat adat beserta
kearifan lokalnya.

Dalam pelalsanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya
pesisir dan laut di wilayah adat Barata Kahedupa Pulau
Kaledupa dilakukar oleh masyarakat hukum adat.

Dalam melaksanaka.n perlindungan dan pengelolaaa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat hukum adat
mempunyai tugas dan wewenang meliputi :

a, meregistrasi semua kegiatal pemanfaatan berkelanjutan di
wilayah Barata Ka-hedupa Pulau Kaledupa;

b. menjaga dan mengawasi sumber daya pesisir dal laut yang
berada di wflayah Barata Kahedupa Pulau Kaledupa;

c. melaksanakan/menegaklan kearifan lokal;

d. memberikan masukan dalam rangka
kearifanpenyempurnaan/pembentukan hukum adat darr

lokal-

(4) Dalam pelaksanaal tugas masyaiakat hukum adat dibaltu oleh
Majelis Sara Barata Kahedupa Pulau Kaledupa sesuai dengan
kebutuhan.

(5) Pengangkatan Majelis Sa-ra Barata Kahedupa ditetapkan oleh
Sara Barata Kahedupa sesuai dengal musyawarah sara adat
Barata Kahedupa di Pulau Kaledupa.

BAB VIII

- PEI,ARAITGAIT

pasal 1l
Setiap oralg atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan
yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap perlindungan
dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berbasis
masyarakat hukum adat di wilayah pesisir daIr laut.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan menguralgi, merusat, dan menghilangkan fungsi dan
luas di wiLayah pesisir dan laut.

(1)

(21
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(3) Setiap orang atau badan hukum diLarang mengambil biota lauteebagaimana dimaksud dalam pasal 8 aya; (1).
(4) Setiap orang atau badan hukum pada wilayah paransalgia

(d?eral perlindungan] dilarang mengambil biota to:r.t
sebagaimana dimaksud datam pasal g ayat (2) sebeltrm waktuyang ditetapkan dan/atau melakukan kegiatan yrog a"f"t
merusak/mencemari lingkungan laut.
Setiap orang atau badan hukum dilarang meLakukan
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan taut
dengal cara yang destruktif di wilayah adat Barita Kahedupa.
Pengeloaal dan pemarfaatan secara destruktif sebagaimala
dimaksud pada ayat (6) melipuLi:

a. bahan peledak;

b. racun sianida, potas, akar tuba, pandita, pukat harimau,
rarruan/obat-obatan yang mengandung racun bahan kimia
atau alamia}I lainnya;

c. alat bantu kompresor;
d. penambalga-n pasir dan karang; da.rl

e. aktifitas lainnya yang ditetapkan dalam musyawarah adat
sebagai salah satu jenis pengelotaan yang - merusak
lingkungan yang didukung oleh hasil kajian ahli.

BAB IX
' SAITKSI

Pasal 12

Setiap ora:rg atau badan hukum yarlg melalggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikenal<an sanksi
sesuai dengan ketentua! ya,ng berlaku dalam masyarakat hukum
adat Barata Kahedupa Pulau Kaledupa dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Setiap orang yang mengetahui pelanggarai atas Pengelolaan dan
perlindungan sumber daya pesisir dan laut berbasis masyaral{at
hukum adat harus melaporkan kepada majelis Sara Barata
Kahedupa dan/atau aparat penegak hukum.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai
dengan saksi dan bukti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undartgan.

Pemberian sanksi atas pelalggaral sebagaimala dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilakukan jika yarg bersangkutan telah
diputus bersalah dalam :

a. sidang/forum Majelis Sara Barata Kahedupa yang khusus
diadakal atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 dyat (3) dan ayat (4);

(s)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)
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b. sidang Peradil,an Umum atas pelarrggaran peratural
peruqdang-undangan sebagaimana dimaksud dalern pasal 11
ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c dafr huruf d.

BAB X
KETEN?UAIT PET{U?UP

Paral 13

Peraturarr Bupati irli mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Betiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peratursn Bupati ini dengan penempstannya dala.In Berita Daerah
I(abupaten Wakatobi.

Ditetapkan di
t,
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2014
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